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MOTO 

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.” 

(Amsal 23:18) 

 

“Have courage and be kind.” 

 (Cinderella, Walt Disney, 1950) 
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Adelia Christiana Panjaitan, Februari 2026. SENGKETA PENGADAAN HAK 

ATAS TANAH ADAT (Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu 

Kota Nusantara di Kalimantan Timur). Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Dosen 

Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H. 

 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah 

satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menciptakan pusat 

pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu 

kota negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 membawa implikasi hukum yang 

signifikan, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. 

Pengadaan tanah dalam pembangunan IKN tidak hanya mencakup tanah yang telah 

terdaftar secara administratif, tetapi juga melibatkan wilayah yang secara faktual 

merupakan tanah adat yang dikuasai masyarakat hukum adat secara turun-temurun. 

Tanah adat memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya bernilai ekonomis, 

tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual sebagai ruang hidup 

masyarakat adat. Namun demikian, sebagian besar tanah adat belum memiliki 

pengakuan administratif yang memadai dalam sistem pertanahan nasional, 

sehingga sering dikategorikan sebagai tanah negara. Kondisi ini menimbulkan 

berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status hak atas tanah, kesenjangan 

antara penguasaan faktual dan pengakuan formal, serta potensi ketidakadilan dalam 

penentuan ganti rugi. Selain itu, pembangunan IKN juga berdampak langsung 

terhadap masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini 

menjadi sumber penghidupan dan identitas sosial mereka.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah terhadap 

tanah masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara serta menilai 

penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam mekanisme pemberian 

ganti rugi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan dan bentuk ganti rugi terhadap tanah masyarakat adat dalam proyek 

pembangunan IKN serta bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan hukum 

diterapkan dalam mekanisme tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena 

meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah mengakui dan 

menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 

18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, dalam praktiknya masih terdapat 

kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat adat sering 

berada dalam posisi yang lemah secara administratif karena hak ulayat mereka tidak 

selalu diakui secara formal, sehingga memengaruhi kepastian hukum dan keadilan 

dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya terkait 

pengadaan tanah dan perlindungan hak masyarakat adat, serta memberikan 

masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang 
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lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum 

agraria nasional dan hukum adat dalam konteks pembangunan nasional. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif-analitis. 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 

1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara beserta peraturan pelaksananya. Bahan hukum 

sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan referensi 

pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan 

hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui 

penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku 

dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Pendekatan preskriptif 

digunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum 

seharusnya diterapkan guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat dalam 

proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengadaan tanah untuk 

pembangunan Ibu Kota Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 beserta peraturan pelaksananya, yang mengatur bahwa pengadaan 

tanah harus dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak. Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional juga telah 

mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka. Namun 

demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi 

pelaksanaan pengadaan tanah, terutama terkait lemahnya pengakuan administratif 

terhadap tanah adat dan kesenjangan antara penguasaan faktual dan pengakuan 

formal. Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah juga masih 

terbatas, sehingga memengaruhi posisi tawar mereka dalam penentuan ganti rugi. 

Selain itu, bentuk ganti rugi yang diberikan masih didominasi oleh kompensasi 

finansial yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai sosial, budaya, dan 

keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

meskipun prinsip keadilan dan perlindungan hukum telah diatur secara normatif, 

implementasinya belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi masyarakat 

adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hak ulayat, peningkatan 

partisipasi masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme ganti rugi yang lebih 

adil dan komprehensif agar pengadaan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
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ABSTRAK 

 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Proyek 

Strategis Nasional memerlukan pengadaan tanah dalam skala luas, termasuk pada 

wilayah yang secara faktual merupakan ruang hidup masyarakat hukum adat. 

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah 

dan mekanisme ganti rugi, mengingat tanah masyarakat adat tidak seluruhnya 

terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional dan memiliki karakter 

komunal yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan budaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah 

masyarakat adat dalam pembangunan IKN serta penerapan prinsip keadilan dan 

perlindungan hukum dalam mekanisme ganti rugi terhadap tanah masyarakat adat. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum 

doktrinal yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah masyarakat adat secara 

normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta 

peraturan pelaksananya, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala 

berupa lemahnya pengakuan administratif terhadap tanah adat dan keterbatasan 

partisipasi masyarakat adat. Selain itu, bentuk ganti rugi yang diberikan masih 

didominasi oleh kompensasi finansial yang belum sepenuhnya mencerminkan 

karakter tanah adat sebagai ruang hidup masyarakat hukum adat. Penerapan prinsip 

keadilan dan perlindungan hukum dalam mekanisme ganti rugi secara formal telah 

diatur, tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya menjamin keadilan 

substantif bagi masyarakat hukum adat dalam pembangunan IKN. 

 

Kata Kunci: Pengadaan tanah, masyarakat hukum adat, ganti rugi, perlindungan 

hukum, Ibu Kota Nusantara.
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